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KATA PENGANTAR 

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum 
utama di setiap negara hukum. Untuk itu, peranan peraturan 
perundang-undangan menjadi sangat penting sebagai pedoman 
bertingkah laku setiap orang dalam sebuah negara. 

Peranan dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat 
strategis demi tertibnya masyarakat. Tugas pembuat peraturan 
perundang-undangan untuk mendesain tatanan kehidupan 
individu bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga baik 
dan buruknya tatanan akan dipengaruhi oleh baik dan buruknya 
peraturan perundang-undangan. 

Pada dasarnya keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku 
mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang4 undangan. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 memuat ketentuan mengenai asas peraturan 
perundang-undangan, materi muatan, pembentukan peraturan 
perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan, teknik 
penyusunan peraturan perundang-undangan, pengundangan dan 
penyebarluasan, dan partisipasi masyarakat dalam penyiapan atau 
pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan master 
piece handboek wetgeving di bidang perundang-undangan. U ndang­
U ndang Nom or 12 Tahun 2011 sebagaimana diketahui telah 
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 untuk menambah dan memperkaya lahirnya berbagai 
paradigma konsepsional baru terhadap sarana yang diperlukan 
untuk menunjang pelaksanaan pembentukan sebuah peraturan. 

Akhir kata, Semoga dengan telah diubah untuk kedua kalinya 
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ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapatmenjadi pegangan 
dan pedoman yang pasti, baku dan standar negara dalam membuat 
dan membentuk suatu peraturan yang baik. 
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Surabaya, Agustus 2022 

Penulis. 
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1 ADANYA HUKUM 
DALAM NEGARA 

alam mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai 
sumber hukum utama di negara hukum memberikan 
kedudukan kepada peraturan perundang-undangan 

sebagai kunci utama dalarn negara hukum. Segala aspek kehidupan 
dalarn bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus 

berdasarkan atas hukum. Kesatuan berbagai hukum yang berlaku 
dan saling menunjang satu dengan yang lain diperlukan keberadaan 

pengaturan atau mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang­
undanga.n. 

Peraturan atau sebut saja hukum yang dibuat berdasarkan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan nantinya akan 

menjadi rujukan, baik secara individual, berrnasyarakat, berbangsa, 
maupun bernegara. Peraturan dimaksud merupakan peraturan 
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum 

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
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Jadi, demikian pentingnya peraturan perundang-undangan 
dalam suatu pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai hal 
yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
menjadi tidak hanya dimaknai sebagai proses teknis pembentukan 
norma-norma hukum atau sebagai kegiatan proses atau tahapan 
pembentukan, namun di dalamnya ada kegiatan penyaluran ide 
seorang perancang peraturan atau hukum dalam membangun fi sik 
sebuah regulasi untuk mendesain kehidupan atau menyelesaikan 
permasalahan kebutuhan hukum masyarakat. 

Berawal dari pemikiran Sudikno Mertokusumo1 yang 
menyatakan bahwa hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, 
oleh karenanya jika membicarakan hukum akan sama dengan 
membicarakan kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai 
kepentingan yang berkembang menurut kehidupannya dan harus 
dipenuhi. Kepentingan merupakan suatu tuntutan perorangan atau 
kelompok manusia untuk kepentingannya hidup dan bermasyarakat. 

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama. 
Hukum terdapat dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat 
selalu ada hukum. Hukum bertitik tolak untuk perlindungan 
manusia terhadap pencerminan kepentingan manusia yang satu 
dengan lainnya agar tidak bertentangan dengan kepentingan 
bersama. 2 

Manusia menurut Aristoteles adalah "zoon politicon" atau 
dengan kata lain manusia adalah makhluk sosial dalam kodrat 
alamnya, oleh karena itu manusia akan mempunyai mempunyai 
sifat, watak, dan kehendak menurut alamiahnya. Dalam kehidupan 
bermasyarakat, manusia akan berkumpul bersama. Masyarakat 
sebagai suatu kelompok manusia yang hidup di daerah tertentu 
dan akan bekerja sama untuk mencapai keinginan secara bersama. 
Jadi harus ada kepentingan bersama untuk manusia bermasyarakat. 

1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogya­
karta, 2008, h. 1. 

2 Ibid. , h. 28-29. 
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Namun hal ini tidak selalu dapat diwujudkan, karena adanya 
pertentangan yang mungkin saja dapat timbul dalam mewujudkan 

keinginan bersamanya. 
Memang dalam hidup man usia terdapat kaidah-kaidah3 sosial, 

seperti kaidah kepercayaan atau keagamaan, kesusilaan, sopan 

santun atau adat. Pada awalnya memang kaidah-kaidah tersebut 
tidak dibedakan dalam berlakunya di kehidupan masyarakat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara untuk menjamin 
berlangsungnya ketertiban antar-kepentingan manusia diperlukan 

adanya kaidah hukum untuk melindungi kepentingan manusia 
selanjutnya dan yang bel urn terlindungi oleh kaidah-kaidah sosial. 
Pada prinsipnya kaidah hukum merupakan kekuasaan luar diri 

man usia yang memaksa. 4 

Untuk dapat bersama secara tertib dibutuhkan "sesuatu" yang 

dapat mengatur "secara paksa" untuk menjamin adanya ketertiban 
dalam hidup bermasyarakat. Marcus Tullius Cicero (1 06-43 SM), 
filsufRoma 20 abad yang lalu, menyatakan "ubi societas ibi ius" 
bahwa "where there is society, there is law" yang diterjemahkan 
dalam bahasa Indonesia menjadi "Dimana ada masyarakat disitu 

ada hukum" menunjukkan hukum tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan masy arakat. 

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum 

bukanlah sekedar kumpulan peraturan yang berdiri sendiri, karena 
arti pentingnya hukum adalah pada sistematis hubungan antara 
peraturan..yang satu dengan peraturan lainnya, sehingga hukum akan 
merupakan suatu sistem, tatanan satu kesatuan utuh yang bekerja 

sama untuk mencapai tujuan terse but. 5 Hukum sebagai sekumpulan 
peraturan dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat 
dalam bemegara, sedangkan hukum dalam sistem merupakan 

3 Dalam tulisan tcrtentu, istilah "kaedah" kadangkala dipersamakan dengan is-
tilah "nonna". 

4 Sudikno Mertokusmno, Op.Cit. , h. 5-13. 
5 Ibid. , h. 122 . 
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rangkaian peraturan yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
hubungan sosial masyarakat dalam suatu negara. 

Dengan demikian hubungan antara negara dan hukum akan 
saling terkait, karena yang menata negara adalah hukum. Tertatanya 
hukum dilakukan pemerintah penyelenggara negara. Jika tidak ada 
hukum di suatu negara, maka dapat dipastikan masyarakat tidak 
akan hidup dengan tertib bahkan dapat menyebabkan terjadinya 
"homo homini lupus" ataupun "bellum omnium contra omnes" 
yang dikemukakan Thomas Hobbes. Pembentukan atau pembuatan 
hukum dilakukan oleh negara melalui lembaga yang berwenang. 
Negara dalam hal ini pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya 
pasti membutuhkan hukum untuk mengatur rakyatnya. 

Kehidupan hukum tidak selalu statis, namun harus dinamis 
mengikuti perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, demikian 
juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berubahnya hukum 
tidak mengubah kerangka sistem hukum nasional, namun hanya 
hukumnya saja yang berubah mengikuti perkembangan masyarakat 
dan penyelenggaraan negara. 

Beberapa hal dalam penyebutan yang perlu mendapatkan 
perhatian, yaitu jika pada umumnya peraturan perundang­
undangan, undang-undang dan hukum, dianggap mempunyai 
pengertian yang sama, Bagir Manan, menyatakan istilah tersebut 
adalah tidaklah sama. Undang-undang adalah bagian dari peraturan 
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan terdiri atas 
undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan 
lain, sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan 
termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, 
kebiasaan, dan hukum yurisprudensi. 6 Demikian pula Solly lubis 
mengatakan bahwa perundang-undangan ialah proses pembuatan 

6 Bagir Manan I, Dasar-Dasar Perundang-undangan !11donesia, Ind. Hill. Co, 
Jakarta, 1992, h. 2-3. 
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peraturan negara. 7 

Perkembangan bidang perundang-undangan berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ilmu pengetahuan perundang-undangan 
di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental yaitu 
akibat "membanjirnya" peraturan-peraturan negara. Hal yang 
berbeda tidak di ketemukan di negara yang menganut sistem 
Anglo-saxon, karena menganut tradisi hukum common law atau 
judge-made-law, sehingga yang berkembang adalah bagian dari 
ilmu pengetahuan perundang-undangan yaitu teknik perundang­
undangan (legislative drafting). 8 

Menurut Peter noll, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan 
meneliti perihal isi dan bentuk norma hukum dengan tujuan untuk 
mengembangkan kriteria, arah, dan petunjuk bagi pembentukan 
norma hukum yang rasional. Dalam pengertian ini, ilmu 

pengetahuan perundang-undangan berupaya menemukanjawaban 
atas pertanyaan bagaimana hukum melalui peraturan perundang­
undangan dapat dibentuk secara optimal dengan bertitik tolak pada 
norma yang dapat dipengaruhi keadaan sosial, agar sesuai dengan 
arah yang diteta;pkan dan diharapkan.9 

Dengan demikian pembentukan peraturan perundang­
undangan tidak lagi "berjalan di belakang" mengikuti atau 
membuntuti perkembangan masyarakat, namun hukum akan 
benar-benar merupakan sarana pembangunan masyarakat "law as 

a tool of social engineering" sesuai prinsip pembentukan peraturan 
perundang.-undangan yang baik dan dengan jenis dan hierarki, 
fungsi, dan materi muatannya, sehingga mengurangi upaya dari 
pihak-pihak tertentu untuk mengajukan suatu pengujian secara 

7 Solly Lubis, Landasan dan Teknik Penmdang-undangan, Mandar Maju, Band­
ung, 1989), h. 1. 

8 A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undanganlndonesia, pidato Penguku­
han Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukwn Universitas Indonesia, Jakarta, tanggal 
25 April 1992, dalam Saleh /\sri Mwnmad, Kompilasi Orasi Gun1 Besar Hukum Tata 
Negara, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2006, h. 67. 

9 !bid., h. 68. 

BAB 1 
Adanya Hukum Dalam Negara 5 



materil terhadap undang-undang yang bersangkutan.10 

Hal itu menurut Paul Scholten menjadikan hukum yang ada 
dalam peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang 
penting dan strategis dalam kehidupan bernegara11

, sejalan dengan 
pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan 
akan menjadi pendukung utama penyelenggaraan pemerintahan 
negara12

. Dengan demikian, negara akan menentukan sebaik 
mungkin bagaimana caranya pembentukan hukum atau peraturan 
perundang-undangan dapat dilakukan untuk mendapatkan peraturan 
perundang-undangan yang baik. 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, merupakan pembuatan 
peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, 
serta pengundangan.13 Pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang tertib merupakan salah satu tatanan terselenggaranya negara 
hukum, selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya 
peraturan perundang-undangan. 

Pembentukan pera turan perundang-undangan yang 
baik memerlukan adanya pembentukan yang dilakukan dan 
dilaksanakan serta didukung oleh cara dan metode yang pasti, 
baku, dan standar yang mengikat dan diikuti oleh semua lembaga 
yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Selain 
itu kepentingan pengaturan pembentukan peraturan perundang­
undang dimaksudkan juga untuk lebih meninBkatkan koordinasi 
dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

10 Maria Farida lndriati, Pemahaman Tentang Undang-Undang Indonesia 
Setelah Pernbahan Undang-Undang Dasar 1945, P idato Pengukuhan G uru Bcsar 
Tetap dalam Bidang Ilmu Huk um Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 28 
Maret 2007, FHUI, Depok, h. 13. 

11 Satj ipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Citm Aditya Bakti, Bandung, 
1991, h. 91. 

tl Bagir Manan I, Op.Cit. , h. 6-10. 
13 Pcrhatikan Pasal I angka I Undang-U ndang Nom or 12 Tahun 201 1, yang te­

lah diubah dcngan Undang-undang Nomor I 5 tahun 2019. 
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2 KONDISIONAL 
PEMBENTUKAN 

andasan konstitusional pembentukan peraturan 
perundang-undangan didasarkan pada perintah Pasal 
22A UUD 1945 yang menentukan bahwa ketentuan 

mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan 
undang-undang. 29 Pada dasarnya keberadaan undang-undang 
ini dimaksudkan untuk rnembentuk suatu ketentuan yang baku 
mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Selanjutnya bersamaan dengan perubahan UUD 1945 yang 
pada saat .i.tu terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan 
dengan Pembentukan Peraturan termasuk teknik penyusunan 

29 UUD 1945 (sebelum perubahan ) hanya menjelaskan bahwa Presidcn meme­
gang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Dalam UUD 
1945 (setelah perubahan) memberikan landasan baru antara lain bahwa kekuasaan 
membentuk wtdang-undang beralih dari Presiden kepada DPR.; ada kewajiban Presiden 
mengcsahk:an rancangan undang-wtdang menjadi wtdang-wtdang yang te lah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang.; dan sahnya suatu wtdang-undang setelah le­
wat wak:tu 30 hari sejak persetujuan bersama namun tidak: disahkan oleh Presiden. Se­
lanjutnya yang menjadi bagian penting adalah akan keberadaan sebuah undang-undang 
yang mengatur tentang tata cara pembentukan wtdang-undang. 
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Peraturan Perundang-undangan dipandang sudah tidak sesuai 
lagi dan agar tidak menjadi tumpang tindih pengaturannya, dan 
ada penyempurnaan pengaturan30 melalui Undang-Undang yang 
mengatur secara lengkap dan terpadu sebagai landasan yuridis 
dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan. Hal ini 
berarti untuk selanjutnya berdasar amanat undang-undang dasar 
pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 
landasan unifikasi kebijakan pembentukan peraturan perundang­
undangan dan pedoman mengenai proses dan teknik peraturan 
perundang-undangan yang harus ditaati . 

Dengan awal konsiderans bahwa pembentukan peraturan 
perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka 
pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila 
didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan stan dar yang 
mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan 
perundang-undangan, terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Lebih lanjut pada Penjelasan Umum Undang-Undang ini, juga 
menyebutkan bahwa dalam segala aspek kehidupan di negara 
hukum memerlukan adanya tatanan yang tertib khususnya di 
bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

"Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, 
kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus 
senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara 
hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di 
bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 1ertib 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis 
sejak saat perencanaan samJXli dengan pengundangannya. 

10 Pengaturan dimaksud autara lain Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1998 
tentang Tata Cara Mempcrsiapkan Rancangan Undang-undang, dan Keputusan Presi­
dcn Nom or 44 Tahun 1999 ten tang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-tmdangan. 
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Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, 
diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan 
sistem, asas, tala cara penyiapan dan pembahasan, teknik 
penyusunan maupun pemberlakuannya. "31 

Perjalanan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 cukup 
aman, hanya saja dalam Undang-Undang ini dipandangjuga masih 
terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan 
kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik, sehingga selanjutnya perlu 
diganti atau ada penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan 

dalam Undang-Undang ini dan penambahan materi baru, serta 
penyempumaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan 
beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran Il.32 

Jadi setelah 7 tahun, lahirlah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 yang telah disempurnakan. Namun tidak ada yang 
sempurna, ada kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia ( disingkat DPD-Rl atau DPD), sebagai lembaga legislatif 
di Indonesia telah terlupakan, padahal pembahasan dan pengesahan 
pembentukan DPD dilaksanakan tahun 2001, meskipun MPR, 
DPR, dan DPD dengan susunan yang baru terbentuk pada tanggal 
1 Oktober 2004. DPD memiliki alat kelengkapan yang bersifat 

tetap, benama Panitia Perancang Undang-Undang. 
Akibatnya jika merujuk ketentuan pengujian yang disebut 

dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , maka 

terhadap permohonan bertanggal 14 September 2012 yang diterima 
di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 92/PUU-X/2012, 
Undang-Undang ini memiliki kesempatan untuk diuji. Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 

31 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 . 
3
' Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 
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Pasall 0 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, 
serta Pasal 29 ayat (1 ) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang­
Undang Dasar. 33 

Akhirnya Mahkamah Konstitusi, memutuskan dengan arnar 
putusan: "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian"34, 
sebagaimana dimaksud: 
1. Pasal 21 ayat (3) sepanjang kata "DPD"; Pasal 43 ayat (2); 

Pasal45 ayat (1) sepanjang frasa " ... kepada DPR"; Pasal46 
ayat (1) sepanjang frasa " ... atau DPD"; Pasal 48 ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4); dan Pasal65 ayat (3) Undang-Undang 
Nom or 12 Tah un 20 11 diny atakan bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

2. Pasal 18 huruf g; Pasal 20 ayat (1); Pasal 21 ayat (1 ); Pasal 
22 ayat ( 1 ); Pasal 23 ayat (2); Pasal 43 ayat (I); Pasal 48 ayat 
(1 ); Pasal 49 ayat (1 ); Pasal 50 ayat ( 1 ): Pasal 68 ayat (2); 
Pasal 68 ayat (3); Pasal 70 ayat (1); Pasal 70 ayat (2); Pasal 
71 ayat (3); Pasal 88 ayat (I); dan Pasal 89 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 "sepanjang tidak dimaknai", maka 
ketentuan menjadi bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. • 

Pada hari Rabu, tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan Maret, 
tahun 2013 (dua ribu tiga belas) bersamaan dengan diucapkannya 
putusan Nomor 92/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 telah tidak utuh lagi, karena ada 6 pasal "dengan 

33 Pasal 9 ayat (l) Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2011 "Dalam hal suatu 
Undang-Undang diduga bertentaugan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, penguj iannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi." 

14 Ketcntuan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/20 12. 
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MEKANISME 
3 PEMBENTUKAN 

PERATURAN 

alam membentuk (dalam konteks ini memiliki pengertian: 
membuat) peraturan bukan sesuatu hal yang sulit 

dilakukan. Namun, bagi orang yang lain merupakan 
sesuatu yang tidak sulit dilakukan. Sebenarnya mana yang sebenar­
benarnya? Pandangan ini memberikan kedudukan pada peraturan 

yang dimaksud adalah hanya merupakan sekumpulan rumusan 
norma. Jadi membuat peraturan merupakan sesuatu yang tidak sulit 
dilakukan atau bukan hal yang sulit, artinya cukup dipahami saja 
bagaimana merumuskan norma (-norma) dalam sebuah peraturan. 

Memang membuat peraturan perlu pemahaman norma hukum 
sebagai materi muatan peraturan, namun kiranya tidak cukup. 
Memahami pembuatan peraturan memerlukan pemahaman tentang 

bentuk dari jenis peraturannya, kemudian akan berkaitan dengan 
kerangka peraturan dan teknik penyusunannya. Jika hal ini telah 
diketahui dan disadari dengan sebaik-baiknya selanjutnya perlu 
pengertian dan pemahaman, bahwa pembuatan peraturan bukan 
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sekedar menyusun norma-norma saja. Norma ini meskipun 
merupakan materi pokok peraturan, namun yang dimaksud dengan 
peraturan tidaklah demikian, sekalipun juga hal itu telah dipahami, 
namun juga lagi masih perlu pemahaman terlebih dahulu akan 
maksud dan tujuan dari keberadaan peraturan dalam kehidupan 
bennasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau keberadaan peraturan 
dalam sebuah negara hukum. 

Oleh karena itu, dalam membuat peraturan atau dalam istilah 

bakunya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus 
mengikuti tata cara yang baku. Adanya tata cara dan metode yang 
pasti, baku, dan standar, serta mengikat semua lembaga yang 
berwenang membuat peraturan perundang-undangan diharapkan 
akan menjadi tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Untuk mendukung adanya ketertiban 
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara 
hukum, diharapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 
beserta perubahannya dapat mendukung pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menentukan 
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tersusun 
sedemikian rupa untuk menunj ukkan kekuatan hukum peraturan 
perundang-undangan, karena penjenjangan setiap jenis peraturan 
perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.41 

Selain itu, ada jenis peraturan perundang-undangan di luar 
yang dimaksud Pasal 7 ayat ( l ), akan memiliki kekuatan hukum 
sepanjang keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan 
penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan 

41 Perhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nemer 12 Tahun 
2011. 
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ketentuan peraturan perundang-undangan.42 

Jadi selain menentukan jenis peraturan pemndang-undangan 
dalam batang tubuhnya, pada lampiran II Undang-Undang 12 
Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang­
undangan juga telah menentukan sistematika peraturan, beserta 
hal-hal yang dipandang khusus dapat ada dalam sebuah produk 
yang disebut peraturan. 

Selanjutnya pembuat peraturan dapat melangkah lebih 
lanjut setelah membuat kerangka berdasarkan sistematika yang 
dibuat, untuk menentukan materi pokok yang akan diatur. Inilah 
sebenarnya yang dapat dianggap bagian isi atau materi yang 
memiliki kesulitan dalam penuangannya. Dapat juga dibilang 
mudah, tapi juga sulit, karena pembuat harus memperhatikan 
kebutuhan hukum masyarakat yang bukan asal membuat isi atau 
materi sebuah peraturan. 

Pembuat hams dapat menggambar besarnya materi . Jika isi 
atau materi mempakan satuan norma atau norma yang bersegi 
satu, kiranya tidaklah sulit, tapi jika kemudian norma tidak bersegi 
satu, maka pembuat hams melakukan pembagian isi atau materi 
atau norma tersebut dalam Buku, Bab, Bagian, dan Pasal dan 
setemsnya, sehingga isi atau materi mempakan kesatuan norma. 

Hal yang berkaitan dengan norma adalah penggunaan "ragam 
bahasa" hukum sebagai dasar penulisan normanya. Permasalahan 
ini akan menjadi perhatian kala mempergunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa hukum. Bagi sebagian pembuat mempakan hal 
yang mudah atau tidak sulit, karena bahasa hukum adalah juga 
bahasa Indonesia, sebagaimana ditentukan pada angka 242 Bah 
III Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa 
"Bahasa Peraturan Penmdang-undangan pada dasarnya tunduk 
pada kaidah tat a Bahasa Indonesia, .... Namun bahasa Peraturan 
Penmdang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan 

42 Perhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011. 
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kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kehakuan, 
keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum ... . " 

Setelah penggunaan bahasa yang berkaitan dengan penulisan 
norma dan bidang materi pengetahuan yang diatur, maka 
sebenarnya selesailah sudah proses pembuatan peraturan, sehingga 
berbentuk sebagaimana dimaksud dalam lampiran II bab IV Bentuk 
Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 

Lain halnya dengan pembuatan Peraturan Perundang­
undangan, khusus untuk Undang-Undang dan Peraturan Daerah 
yang mengikuti petunjuk pada Lampiran I tentang Naskah Aka­
demis. Menurut penulis ini mempermudah untuk sinkronisasi 
dengan permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Selanjutnya untuk mempermudah dalam pembuatan peraturan 
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada ketentuan 
harus dibuat naskah akademiknya terlebih dahulu. Pada prinsipnya 
pembuatan naskah akademik adalah berdasar pada penelitian atau 
pengkajian hukumnya terlebih dahulu. Jadi harus ada kegiatan 
penelitian atau pengkaj ian hukum terhadap kebutuhan hukum 
masyarakat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pengertian 
naskah akademik pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011, yaitu "Naskah Akademik adalah naskah hasil 
penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya ... , 
sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 
masyarakat." 

Jadi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat untuk 
dapat menjadi peraturan membutuhkan adanya penelitian atau 
pengkajian hukum terlebih dahulu. Setelah itu barulah kemudian 
dibuatkan naskah akademiknya sebuah peraturan dimaksud. 

Adapun maksud "permasalahan dan kebutuhan hukum ma­
syarakat" kadang kala tidak memerlukan pengamaran atau penelitian 
tertentu, bahkan dapat saja bersandar pada penyelenggaraan negara 
yang didasarkan pada alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 yang 
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menegaskan "Negara Indonesia berdasar atas hukum dalam arti 
secara sekaligus juga negara pengurus (Verzorgingsstaat)43

, maka 
dengan demikian, pemerintah sebagai penyelenggara negara, 
dalam konteks kepentingan penyelenggaraan negara harus dapat 
membaca "permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat". 

Ketentuan Pasal 44 ayat (I) dan Pasal 64 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 menghendaki baik penyusunan 

naskah akademik maupun rancangan undang-undang dilakukan 
sesuai dengan teknik yang telah ditentukan guna menciptakan 

tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga 
produk hukum yang dibentuk menjadi mudah untuk dipahami dan 
dilaksanakan. 

Hal ini dapat dipahami secara bertingkat, dari pernyataan 
konsiderans menimbang hurufb Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 yang menyatakan: "bahwa untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu 
dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang­

undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, 
baku, dan standar .... ". Cara dan metode yang pasti, baku, dan 

standar yang memenuhi yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan pengkajiannya 
dilakukan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011.44 

43 Maria Fa rid a lndriati Soeprapto I, 1/mu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, 
dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 1. 

44 Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa "Penyusunan Naskah Akademik Ran­
cangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akade­
mik." merujuk pada teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan Pasal 64 ayat (1) yang menentukan bah­
wa "Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan sesuai dengan 
teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan." merujuk pada teknik penyusu­
nan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 yang telah diubah dengan U ndang-Undang Nom or 13 Tahun 2022. 
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Lampiran: 

UNDANG-UNDANG 
NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEMBENTUKAN 
PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 
LEMBARAN NEGARA TAHUN 2011 NOMOR 82, 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 5234 

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 
LEMBARAN NEGARA TAHUN 2019 NOMOR 183, 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOM OR 6398 

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 
LEMBARAN NEGARA TAHUN 2022 NOMOR 143, 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 6801 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall* 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah 

pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup 
tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 

atau penetapan, pengundangan. 
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis 

yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum 
dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Peraturan Perundang-undangan. 
Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan 
bersama Presiden. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden 
dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 
Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang­
Undang sebagaimana mestinya. 
Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam 
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 
Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang­
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 
Bupati/Walikota. 

9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebutProlegnas 
adalah instrumen perencanaan program pembentukan 
Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan 

sistematis. 
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda 

adalah instrumen perencanaan program pembentukan 
Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/ 
Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 

11 . Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau 
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu 
masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu 
Rancangan Undang-Undang, RanC?angan Peraturan Daerah 
Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten!Kota 
sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 
masy arakat. 

12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang­
undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita 
Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita NegaraRepublik 
Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, 
atau Berita Daerah. 

13. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi 
yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai 
dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang­
undangan. 

14. Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, 
mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang 
yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang 
direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya 
bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

16. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD 
adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Pasal2 

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. 
Penjelasan: 
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber huk:urn 
negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undamg-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta 
sekaligus dasar filosofis negara sehingga setjap materi muatan 
Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Pasal3 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang­
undangan. 
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Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "hukum dasar'' adalah norma dasar 
bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan 
Perundang·undangan di bawah Undang~Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

(2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia TahWI 1945 
ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. 

Pasal4 

Peraturan Perundang-Widangan yang diatur dalam Undang-Undang 
ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan 
di bawahnya. 

BABII 
ASASPEMBENTUKANPERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

Pasa15*"' 

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang­
undangap yang baik, yang meliputi: 

a. kejelasan tujuan; 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan~· adalah bahwa 
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat~ 
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C. 

d. 

e. 

f. 
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Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat 
pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan 
Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau 
pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 
berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat 
dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga 
negara atau pejabat yang tidak berwenang. 
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
Penje/asan: 
Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, 
dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Per­
aturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan 
materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki 
Peraturan Perundang-undangan. 
dapat dilaksanakan; 
Penje/asan: 
Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah 
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
harus memperhitungkan efektivitas Peratllran Perundang­
undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, 
sosiologis, maupun yuridis. 
kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" 
adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat 
karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat 
dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bemegara. 
kej elasan rumusan; dan 
Penjelasan: 
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Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah 
bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi 
persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 
sistemati~ pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang 
jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan 
berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

g. keterbukaan. 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan <'asas keterbukaan" adalah bahwa 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 
penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan 
Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai 
kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan 
informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan 
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
dilakukan secara lisan danlatau tertulis dengan cara daring 
(dalam jaringan) danlatau luring (luar jaringan). 

Pasa16 

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 
mencerminkan asas: 
a. pengayoman; 

Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah 
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang­
undangan harus berfungsi memberikan pelindungan 
untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 

b. kemanusiaan; 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak 
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asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga 
negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

c. kebangsaan; 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencenninkan sifat dan watak bangsa Indonesia 
yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

d. kekeluargaan; 
Penje/asan: 
Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bah­
wa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan musyawarah 111ntuk mencapai 
mufak.at dalam setiap pengambilan keputusan. 

e. kenusantaraan; 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bah­
wa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 
Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang­
undangan yang dibuat di daerah merupak.an bagian dari 
sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. • 

f. bhinneka tunggal ika; 
Penje/asan: 
Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" 
adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang­
undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, 
agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta 
budaya dalam kehidupan bennasyarakat, berbangsa, dan 
bemegara. 
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g. keadilan~ 

Penjelasan: 

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa 
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 
setiap warga negara 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan~ 

Penjelasan: 

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam 
hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 
memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan Jatar 
belakamg, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, 
atau status sosial. 

t. ketertiban dan kepastian hukum~ dan/atau 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian 
hukum"' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban 
dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 

J. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, 
dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang·undangan harus mencerminkan 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara ke­
pentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa 
dannegara. 

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi 
asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang­
undangan yang bersangkutan. 
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Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukwn 
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara 
lain: 
a. dalam Hukum Pi dana, misalnya, asas legalitas, asas tiada 

hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, 
dan asas praduga tak bersalah; 

b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, 
antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan 
itikad baik. 

BABlll 
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

Pasal 7 

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

40 

a. Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 
1 945~ 

b. Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat~ 

Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permu­
syawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Per­
musyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Ma­
jelis Perrnusyawaratan Rakyat y~ng masih berlaku 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ke­
tetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor: 1/MPR/2003 tentang Peninjauan 
Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai 
dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. 
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c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

Penjelasan: 
Tennasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun 
yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah 
Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi 
(Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat. 

g. Peraturan Daerah Kabupaten!Kota. 
Penjelasan: 
Tennasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ada­
lah Qamun yang berlaku di Kabupaten!Kota di Provinsi 
Ace h. 

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai de­
ngan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Penjelasan: 
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah 
penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang 
didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih r:endah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan 
Perundang~dangan yang lebih tinggi. 

Pasal8 

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 

Lampiran I 41 



atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang­
Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten!Kota, Bupati/Walikota, 
Kepala Desa atau yang setingkat. 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "Peraturan Menteri" adalah peraturan 
yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam 
rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. 

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 
berdasarkan kewenangan. 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "berdasarkan kewenangan" adalah 
penyelenggaraan urusan tertentu pemerintaban sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal9** 

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah 
Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang­
Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

(3) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan 
DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dengan 
mehbatkan komisi yang membidangi hukum dan perundang­
undangan. 
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( 4) Dalam hal alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) sudah tidak ada pada saat Undang-Undang diuji di 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan 
menjadi kuasa DPR. 

(5) Penanganan pengujian terhadap Undang-Undang di 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di 
bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Pemerintah dilaksanakan 
oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan dan melibatkan menteri atau kepala 
lembaga terkait. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat ( 4) diatur dalam 
Peraturan DPR serta penanganan pengujian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. 

PasaJ 10 

(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang 

berisi: 
a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan 
Undang-Undang; 

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "perjanjian intemasional tertentu" 
adalah perjanjian intemasional yang menimbulkan akibat 
yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang 

terkait.dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian 
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tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan 
Undang-Undang dengan persetujuan DPR. 

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi~ dan/ 

a tau 
Penjelasan: 

Yang dimaksud dengan ,.tindak lanjut atas putusan 

Mahkamah Konstitusi, terkait dengan putusan Mahkarnah 

Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, 
dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas di­
nyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi berten­

tangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 
(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf d dilakukan oleh DPR atau 
Presiden. 
Penjelasan: 

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan 
untuk mencegah tetjadinya kekosongan hukum. 

Pasalll 

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
sama dengan materi muatan Undang-Undang. 

Pasal12 

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan 
Undang-Undang sebagaimana mestinya. 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana 
mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan 
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perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang 
sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur 
dalam Undang-Undang yang bersangkutan. 

Pasal13 

Materi rnuatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahk:an oleh 
Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau 
materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. 
Penjelasan: 
Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih 
lmjut perintah Umdang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas 
maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya 

Pasal14 

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus 
daerah danlatau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 

Pasa115 

( l) Materi muatan mengenai ketentuan pi dana hanya dapat dimuat 
dalam: 
a. Undang-Undang; 
b. PeratUITan Daerah Provinsi; atau 
c. PeratUITan Daerah Kabupaten/Kota. 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
hurufb dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling 
lama 6 ( enam) bulan atau pi dana denda paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). 

(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ 
Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana 
denda selaiJn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 

Lampiran I 45 



dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan 
lainnya. 

BABIV 
PERENCANAANPERATURAN 
PERUNDANG~ UNDANGAN 

Bagian Kesatu 
Perencanaan Undang-Undang 

Pasal16 

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam 
Prolegnas. 

Pasal17 

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala 
prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka 
mewujudkan sistem hukum nasional. 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "sistem hukum nasional" adalah suatu 
sistem hukwn yang berlaku di Indonesia dengan semua elemen­
nya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka 
mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam 
kehidupan berbangsa, bemegara, dan bennasyarakat yang berda­
sarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. • 

Pasal18 

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan 
atas: 
a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
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b. perintah Ketetapan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat; 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan ''Perintah Ketetapan Majelis Petmusya­
waratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Petmusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Petmusyawaratan 
Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/MPR/2003 tentang 
Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan 
Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. 

c. perintah Undang-Undang lainnya; 
d. sistem perencanaan pembangunan nasional; 

e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; 
f. rencana pembangunan jangka menengah; 
g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, 
tanggal27 Maret 2013: 
1.18.1. Pasal18 huruf g bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1.18.2. 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 

dimaknai: 
"rencana kerja pemerintah, rencana strategis DP R, dan 
re~~eana straJegis DPD" 

h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. 

Pasal19 

(1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat 
program pembentukan Undang-Undang dengan judul Ran­
cangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya 
dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. 
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(2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan 
Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan 
Undang-Undang yang meliputi : 
a. Jatar belakang dan tujuan penyusunan; 
b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan 
c. jangkauan dan arah pengaturan. 

(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam 
Naskah Akademik. 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyelarasan" adalah 
proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur 
dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal 
atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih 
pengaturan atau kewenangan. 

Pasal20* 

(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan 
Pemerintah. 

(2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan 
berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang­
Undang. 

(3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah 
dilakukan pada awal masa keanggMaan DPR sebagai 
Prolegnas untukjangka waktu 5 (lima) tahun. 

(4) Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka 
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR, DPD, 
dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas 
jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya. 

( 5) Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan 
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penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. 
(6) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan 

sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan 
setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pasa121~~~o 

(I) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah di­
koordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang 
khusus menangani bidang legislasi. 
Catatan: 

Ketentuan norma pada Pasal ini pernah dinyatakan ber­
tentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/ 
PUU-X/2012, tanggal27 Maret 2013: 
1.18.5. Pasalll ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1.18.6 . 
tidak mempumyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak 
dimaknai: 
"penyusunan Prolegnas an tara DP R, DPD, dan Pemerintah 
dikoordinasikan o/eh DPR me/a/ui a/at ke/engkapan DPR 
yang khusus menangani bidang /egislasi" 

(2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan 
ol~h alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang 
legislasi. 

(3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan 
usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau 
masy arakat. 
Putusan Mahkarnah Konstitusi N omor 92/PUU-X/20 12, 
tanggal 2 7 Maret 2013: 

Lampiran I 49 



1.5. Pasal21 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1.11. 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata 
"DPD". 

(4) Penyusunan Prolegnas di lingkunganPemerintah dikoordinasi­
kan oleh menteri atau kepala Iembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Per­
undang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan 
Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ayat (2), dan 
ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan 
Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. 

Pasal22 

(1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati 
menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna 
DPR. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, tang­
gal27 Maret 2013: 
1.18. 7. PasaJ 22 ayat (1) bertentangan dengam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1.18.8. 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengM<:at, sepanjang tidak 
dimaknai: 
"hasi/ penyusunan Prolegnas antara DPRt DPD, dan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasa/21 ayat (1) 
disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat 
Paripuma DP R" 

(2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan DPR. 
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Pasal23* 

(I) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri 
atas: 
a. pengesahan perjanj ian intemasional tertentu; 

Penjelasan: 
Yang dirnaksud dengan "perjanjian intemasional tertentu" 
adalah perjanjian intemasional yang menimbulkan akibat 
yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang 
terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian 
tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan 
Undang-Undang dengan persetujuan DPR. 

b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah 

Provinsi danlatau Kabupaten/K.ota; dan 
e. penetapanlpencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang. 
(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan 

Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: 
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, 

atau bencana alam; dan 
b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya 

urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang 
yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan 

· DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan men­
teri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urus­
an pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
Catatan: 
Ketentuan norma pada Pasal ini pernah dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah 
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Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 
2013: 

1.18.9. Pasal 23 ayat (2) bertentangan dengan Undang­

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan 1.18.1 0. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
sepanjang tidak dimaknai: 
"da/am keadaan tertentu, DP R, DPD, a tau Presiden 
dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar 
Prolegnas mencakup: ... " 

Bagian Kedua 
Perencanaan Peraturan Pemerintah 

Pasal24 

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam 

suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. 

Pasa125 

( 1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok 
materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk 
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal26"' 

( 1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri 
menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan. 
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(2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Pasal27 

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/ 
atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

Pasal28 

(1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah 
nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan 
Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan 

Pemerintah. 
(2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan 
kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung. 

Pasal29 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan 
Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. 

Bagian Ketiga 
Perencanaan Peraturan Presiden 

Pasal30 

Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam 
suatu program penyusunan Peraturan Presiden. 

Pasal31 

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan 

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan 

Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan 
penyusunan Peraturan Presiden. 
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Bagian Keempat 
Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Pasal32 
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan 
dalam Prolegda Provinsi. 
Penjelasan: 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan 
Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum 
nasional . 

Pasal33 

(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat 
program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan 
judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang 
diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang­
undangan lainnya. 

(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan 
Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan 
Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi : 
a. Jatar belakang dan tujuan penyusunan; 
b. sasaran yang ingin diwujudkan; 
c. pokok pikiran, lingkup, atau objekyang akan diatur; dan 
d. jangkauan dan arah pengaturan. 

(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksua pada ayat (2) yang 
telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam 
Naskah Akademik. 
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Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "pengkajian dan penyelarasan" adalah 
proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur 
dengan Peraturan Penmdang-undangan lainnya yang vertikal 
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atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih 
pengaturan atau kewenangan. 

Pasal34 

(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. 

(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan 
Peraturan Daerah Provinsi. 

(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan 
setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi. 

Pasal35 

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan 
daerah provinsi didasarkan atas: 
a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; 
b. rencana pembangunan daerah; 
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 
d. aspirasi masyarakat daerah. 

Pasal36 

(1) Periyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD 
Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang 
khusus menangani bidang legislasi. 

(2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi 
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang 
khusus menangani bidang legislasi. 

(3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah 
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Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat 

mengikutsertakan instansi vertikal terkait. 
Penjelasan: 
Yang dimaksud dengan "instansi vertikal terkait" antara lain 

instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum. 

( 4) Ketentuan lebih I an jut mengenai tata cara penyusunan Prolegda 
Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan 

Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan 

Gubernur. 

Pasal37 

( 1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat ( 1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi 

dan ditetapkan dalam Rapat Pari puma DPRD Provinsi. 
(2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 

ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi . 

(1) 

(2) 
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Pasal38 

Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif 
terbuka yang terdiri atas: 
a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi . 

Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar 
Prolegda Provinsi: 

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, 
atau bencana alam; 
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b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan 
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 

at as suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang 
dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD 
Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan 
biro hukum. 

Bagian Kelima 
Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Pasal39 

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota. 

Pasal40 

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah 
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan 
Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan 
penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasa141 

Dalam Prolegda Kabupaten!Kota dapat dimuat daftar ku­
mulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan Kecamatan atau nama lainnya danfatau pemben­
tukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya. 

Bagian Keenam 
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya 

Pasal42 

(I) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meru-
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pakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lem­
baga, komisi, atau instansi masing-masing. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Bagian Ketujuh"'* 
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan 

yang menggunakan Metode Omnibus 

Pasai42A** 

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan 
Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan. 
Penjelasan: 

Yang dimaksud dengan "dokumen perencanaan" antara lain adalah 
Prolegnas, program penyusunan Peraturan Pemerintah, program 
penyusunan Peraturan Presiden, Prolegda Provinsi, dan Prolegda 
Kabupaten/Kota. 

BABV 
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG­

UNDANGAN 

Bagian Kesatu 
Penyusunan Undang-Und~ng 

Pasa143 

(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau 
Presiden. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ~2/PUU-X/2012, 
tanggal27 Maret 2013: 
1.18.11. Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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dan 1.18.12. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
sepanj ang tidak dimaknai: 
"Rancangan Undang-Undang dapat berwal dari DPR, DPD, 
atau Presiden •• 

(2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR seba­
gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, 
tanggal27 Maret 2013: 
1.6. Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1.12. tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

(3) Rancangan Undang-Undangyang berasal dari DPR, Presiden, 
atau DPD harus disertai Naskah Akademik. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku 
bagi Rancangan Undang-Undang mengenai: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang menjadi Undang-Undang; atau 
c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 
(5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran 
dan materi muatan yang diatur. 

Pasa144 

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang 
dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. 

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari 
Undang-Undang ini. 
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Pasal45 

(1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR 
maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang 
diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, 
tang gal 2 7 Maret 20 13 : 
1.7. Pasal45 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1.13. tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa " ... 
kepada DPR" 

(2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan 
Undang-Undang yang berkaitan dengan: 
a. otonomi daerah; 
b. hubungan pusat dan daerah; 
c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; 
d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lai nnya; dan 
e. perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Pasal46 

(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota 
DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR 
yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, 
tanggal 2 7 Maret 2013: 
1.8. Pasal46 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Talmn 1945 dan 1.14. tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa " ••• 
atau DPD". 

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoor-
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dinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani 
bidang legislasi. 

(3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) diatur dengan Peraturan DPR. 

Pasal47* 

(I) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden 
disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah 
nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya. 

(2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri 
atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait 
membentuk panitia antarkementerian dan/atau antamon­
kementerian. 

(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden 
dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Ketentuan 1ebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) diatur dengan Peraturan Presiden. 

Pasa148 

(I) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara 
tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus 
disertai Naskah Akademik. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU·X/2012, 
tanggal 27 Maret 20 13: 
1.18.13. Pasal 48 ayat (1) bertentangan dengan Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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dan 1.18.14. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
sepanjang tidak dimaknai: 
"Rancangan Undang-Undang dari DP D disampaikan secara 
terlulis oleh pimpinan DP D kepada pimpinan DP R dan 
kepada Presiden dan harus disertai Naskah Akademik" 

(2) Usul Rancangan Undang-Undang sebaga3mana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat 
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi 
untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang. 

(3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 
konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang 
pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di 
bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul 
Rancangan Undang-Undang. 

(4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) me­
nyampaikan laporan tertulis mengenai basil pengharmonisasian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada. pimpinan DPR 
untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripuma. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, tanggal 
27 Maret 2013 : 
1.9. Pasa148 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan 1.15. tidak mempunyai kekuatan hukummengikat. 

Pasal49*"' 

(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan 
surat pimpinan DPR kepada Presiden. 
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Catatan: 
Ketentuan norma padaPasal ini pernah dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
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·~engikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/ 
PUU-X/2012, tanggal27 Maret 2013: 
,i,l8.15. Pasal 49 ayat (1) bertentangan dengan Undang­
·llndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
~({an 1.18.16. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
-aepanjang tidak dirnaknai: 
l ~'Rancangan Undang-Undang dari DP R disampaikan dengan 
\DII'flt pimpinan DP R kepada Presiden dan kepadapimpinan 
JJPD rmtuk rancangan undang..,ndang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
.pembentukt~n dan pemaaran serta penggabungan daerah, 
pengelolao11 sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah ". 
Dalam perubahan kedua: Ketentuan ayat (1) ini tidak ikut 
dirubah. 

(2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas 
Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar in­
ventarisasi masalah bersamaDPR dalamjangka waktu paling 
lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR 
diterima. 

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoor­
dinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal50 

(1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan 
surat Presiden kepada pimpinan DPR. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nornor 92/PUU-X/2012, 
tanggal 27 Maret 2013: 
1.18.17. Pasal 50 ayat (1) bertentangan dengan Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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dan 1.18.18. tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
sepanjang tidak dimaknai: 
"Rancangan Undang-Undang dari Ptesiden·diajukan dengan 
surat Presiden kepada pimpinan DP R dan Mpado pimpinan 
DPD untuk rancangan 11ndang-undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pll8at dan daerah, 
pembenlllkan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sutnber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan ke~~angan pllSaJ dan daerah". 

(2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat 
penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam 
melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama 
DPR. 

(3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang seba­
gaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling 
lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden di­
terima. 
Penjelasan: 
Dalam jangka waktu 60 ( enam puluh) hari tes-sebut, DPR telah 
menyelesaikan penyusunan DIM. 

(4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang 
di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa mem­
perbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam 

jumlah yang diperlukan. 

Pasal 51 

Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan 
Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang 
dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh 
DPR dan Rancangan U ndang-Undang yang disarnpaikan Presiden 
digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. 
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Bagian Kedua 
Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang 

Pasal52 

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus 
diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. 
Penje/asan: 
Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah 
masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Peng­
ganti Undang-Undang ditetapkan. 

(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk 
pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi 
Undang-Undang. 

(3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan 
persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang. 

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripuma, Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan 
menjadi Undang-Undang. 

(5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut 
harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. 

(6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan 
Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 
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(7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari 
pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

(8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang 
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
dalam rapat paripuma yang sarna sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5). 

Pasal53 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan 
Presiden. 

(1) 

(2) 

(3) 
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Bagian Ketiga 
Penyusunan Peraturan Pemerintah 

Pasal54* 

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, 
pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau 
lembaga pemerintah nonkementerian. 
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
Rancangan Peraturan Pemerintah dik.oordinasikan oleh 
menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan 
Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan 
Presiden. 

I Paham Pembuatan Peraturan 



PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG 
NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG 
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG­

UNDANGAN 

I. UMUM 
U ndang-U ndang ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Talmn 1945 
yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang." Namun, ruang lingkup materi muatan Undang­
Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup 
pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara 
Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala 
aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, 
dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas 
hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum 
nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan 
semua elemennya yang sating menunjang satu dengan yang lain 
dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang 
timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang ini merupakan penyempumaan terhadap 
kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004, yaitu antara lain: 
a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak 
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yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak 
memberikan suatu kepastian hukum; 

b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten; 
c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan 

perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; dan 

d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab 
sesuai dengan sistematika. 

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelum­
nya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam 
Undang-Undang ini, yaitu antara lain: 
a. penarnbahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan 
hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

102 

perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang­
undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda 
melainkanjuga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; 
pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang­
Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang; 
pengaturan NaskahAkademik sebagai suatu persyaratan dalam 
penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten!Kota; 
pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan 
Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 
penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam 
Lampiran I Undang-Undang ini . 
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Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi 
pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas 
pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, 
dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan 
Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Per­
undang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang­
undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang­
Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten!Kota; 
pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; 
partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai 
pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta 
pemerintah lainnya. 

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 
dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah 
yang pada dasamya harus ditempuh dalarn Pembentukan Per­
aturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis 
dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang 
pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti 
pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Per­
aturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Per­
undang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1 ). 

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan 
teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta con­
tohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan 
terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan 
dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan 
pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh 
bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk 
Peraturan Perundang-undangan di daerah. 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG 
NOMOR 15 TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 

TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

I. UMUM 
U ndang-U ndang ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang menyatakan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang". 

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Per­
undang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara 
Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala 
aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, 
dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas 
hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. 

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di 
Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu 
dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi 
permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bemegara yang berdasarkflil Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang ini merupakan penyempumaan terhadap 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, dan untuk memastikan keber­
lanjutan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak 
perencanaan hingga Pemantauan dan Peninjauan. 

Sebagai penyempumaan terhadap Undang-Undang sebelum­
nya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam 
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Undang-Undang ini, yaitu antara lain: pengaturan mekanisme 
pembahasan Rancangan U ndang-U ndang yang sudah dibahas oleh 
DPR bersamaPresiden dalam suatu peri ode untuk dibahas kern bali 
dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan 
dalam pembentukan Undang-Undang dan pengaturan mengenai 
Pemantauan dan Peninjauan terhadap Peraturan Perundang­
undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam 
proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG 
NOMOR 13 TAHUN 2022 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUAATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

I. UMUM 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah 
negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum untuk men­
capai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk aturan 
hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan ke­
manfaatan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam 
mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum 
nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanj utan 
dengan memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan yang baik. 

Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-un­
dangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan 
penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahas­
an, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penataan 
dan perbaikan dalam Undang-Undang ini. selain merupakan 
tindak Ian jut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 1/PUU­
XVIII/2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang perlu 
disempurnakan antara lain: 
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a. menambahkan metode omnibus; 
b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama 

antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum 
pengesahan dan pengundangan; 

c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang 
bermakna (meaningful participation); 

d. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik; 
e. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat 

fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

f. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan 
g. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 

Metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen 
perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Se­
lanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Per­
aturan Perundang-undangan. 

Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui 
bersama oleh DPR dan Presiden masih terdapat kesalahan teknis 
penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan 
DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan 
Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas 
Rancangan Undang-Undang tersebut. 

Dalam hal Rancangan Undang-Undang telah disampaikan 
oleh pimpinan DPR kepada Presiden masih ditemukan kesalahan 
teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan 
kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang 
tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat 
kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang 
terse but. 

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang 
bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab de­
ngan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk 
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didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk 
dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ke­
tiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pen­
dapat yang diberikan (right to be explained). 

Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancang­
an Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam 
Lampiran I. Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah 
Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ 
Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II hurufD tentang kajian 
terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur 
dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek 
kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban 
keuangan negara. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang 
menggunakan metode tertentu, antara lain metode Regulatory 
Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, 
Communication, Interest, Process, and ideology (ROCCIPI). 

Perubahan juga dilakukan terhadap teknik penyusunan Per­
aturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan 
dalam lampiran II. Perubahan terhadap teknik penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menambahkan 
metode omnibus untuk mernberikan pedoman yang pasti, baku, 
dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang 
membentuk Peraturan Perundang-undangan. 
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LAMPIRAN I** 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAI-IDN 2011 
TENTANG 
PEMBENTUKANPERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

Sebagairnana dirubah dalarn Larnpiran I Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 untuk uraian singkat nomor 2. BAB II KAnAN 
TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAHAKADEMIK 
RANCANGAN UNDANG-UNDANG, 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN 
RANCANGANPERATURANDAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1. Naskah Akademik adalah naskah basil penelitian atau 
pengkajian bukum dan basil penelitian lainnya terbadap suatu 
masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu 
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerab 
Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 
sebagai solusi terbadap permasalahan dan kebutuban bukum 
masy arakat. 

2. Si~tematika Naskah Akademik adalab sebagai berikut: 
JUDUL 
KATA PENGANTAR 
DAFTARISI 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II KAllANTEORETIS DAN PRAKTIKEMPIRIS 
BAB Ill EVALUASI DANANALISISPERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 
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BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, 

DANYURIDIS 
BAB V JANGKAUAN,ARAHPENGATURAN,DAN 

RUANO LINGKUP MATER! MUATAN 
UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAE­
RAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAE­
RAH KABUPATEN/KOTA 

BAB VI PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG­

UNDANGAN 

U raian singkat setiap bag ian: 

1. BAB I PENDAHULUAN 
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Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan 
diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, 
serta metode penelitian. 

A. Latar Belakang 
Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan 

perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai 
acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau 

Rancangan Peraturan Daerah tertentu. 
Latar belakang menjelaskan merigapa pembentukan 
Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan 
Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan 
suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai 

teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi 
muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan 
Peraturan Daerah yang akan dibentuk. 

Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan 
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BABI 
KERANGKAPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 
A. Judul; 
B. Pembukaan; 
C. Batang Tubuh; 

D. Penutup; 
E. Penjelasan (jika diperlukan); 
F. Lampiran (jika diperlukan). 

A. JUDUL 

2. ** Judul Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat memuat 
keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau 
penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan dengan 
mencantumkan frasa Republik Indonesia. 

Judul Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah memuat 

keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau 
penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan dengan 

mencantumkan nama daerahnya. 

Contoh 1: 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2014 
TENTANG 

APARATUR SIPIL NEGARA 

Contoh 2: 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOM OR 1 I TAHUN 2020 
TENTANG 

CIPTAKERJA 
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Contoh 3: 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

NOMOR 7 TAHUN 2018 
TENTANG 
NAGARI 

2a. * *Penomoran Peraturan Perundang-undangan ditulis hany a 
menggunakan angka Arab tanpa penambahan huruf, angka 
Romawi, dan/atau tanda baca. Penomoran tidak mengikuti 

aturan penomoran tata naskah dinas. 

3** Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat 

dengan hanya menggunakan I (satu) kata atau frasa, tetapi 
secara esensial maknanya telah mencerminkan isi Peraturan 

Perundang-undangan. 

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang meng­

gunakan 1 (satu) kata: 

Paten; 
Yayasan; 
Ketenagal istrikan. 

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggu­
nakan frasa: 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu 
Kebangsaan; 

Cipta Kerja. 

Ja. * *Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode 

omnibus dapat menggunakan nama baru yang tidak sama 
dengan nama Peraturan Perundang-undangan yang diubah 
atau dicabut yang dibuat secara singkat dengan hanya meng-
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gunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial mak­
nanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang­

undangan yang menggunakan metode omnibus. 
Contoh: Cipta Kerja 

4. ** Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya 
dengan hurufkapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa 

diakhiri tanda baca. 
Contoh: 

a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOM OR 6 TAHUN 2011 

TENTANG 
KEIMIGRASIAN 

b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG 
CIPTAKERJA 

c. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 8 TAHUN 2007 

TENTANG 
KETERTIBAN UMUM 

d. QANUN KABUPATEN ACEH JAYA 
NOMOR 2 TAHUN 2010 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
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e. PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA 
NOMOR 5 TAHUN 2010 

TENTANG 
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA 

MAJELIS RAKYAT PAPUA 

f. PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA 
NOMOR 23 TAHUN 2008 

TENTANG 
HAK ULAYATMASYARAKATHUKUMADAT DAN HAK 
PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT 

ATASTANAH 

4a. * *Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, 
sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis 
dengan hurufkapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis 
tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis). 
Contoh: 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
CIPTAKERJA 

5. **Nama Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah 
dengan singkatan atau akronim, kecuali terdapat hal sebagai 
berikut: 
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. 
a. belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum ada 

padanan kata dalam bahasa Indonesia; 
b. merupakan istilah teknis yang baku~ 
c. j ika tidak disingkat dapat mengubah makna bahasa 

tersebut~ dan/atau 
d. sudah merupakan istilah yang baku dan digunakan secara 

i ntemasional. 
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Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan: 
a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOM OR . . . TAHUN ... 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA (APBN) 

b. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU 
NOMOR 9 TAHUN 2005 

TENTANG 
LEMBAGA PEMBEROAYAAN MASYARAKAT 

KELURAHAN (LPMK) 

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim: 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ... 

NOM OR ... TAHUN ... 
TENTANG 

PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH 
(PROLEGDA) 

Contoh yang diperbolehkan menggunakan akronim: 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2020 
TENTANG 

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM 
RANGKAPERCEPATANPENANGANAN 

• CORONA ~1RUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

6. ** Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan 
ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan 
Perundang-undangan yang diubah. 
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Contoh: 
a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2011 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK 

b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOM OR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 

TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 

c. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
NOMOR 14 TAHUN 2009 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

7. ** Jika Peraturan Perundang-undangan telah diu bah lebih dari 1 
(satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan 

keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan terse but 
telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. 
Contoh: 
a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INPONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 20T9 
TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS 

PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKIT,AN 
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, 

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
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b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAI-IUN ... 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUAATAS UNDANG-UNDANG 

NOM OR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 

c. PERATURANPEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA 
NOMOR21 TAHUN2007 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERJNTAH 

NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN 
PROTOKOLER DAN KEUANGAN ANGGOTADEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

d. PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 

NOMOR 3 TAHUN 2011 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
NOM OR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN 

ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DIN AS DAERAH KABUPATEN 

MINAHASATENGGARA 

8. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai 
nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan 
dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang­
undangan yang diubah. 

9. * * Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditam­
bahkan kat a pencabutan di depan j udul Peraturan Perundang­
undangan yang dicabut. 
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Contoh: 

a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 20 l 0 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 
2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 30 TAHUN 2002 
TENTANG 

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOM OR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR .. . TAHUN ... 

C. 

TENTANG ... 

PERATURAN DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 4 TAHUN 2010 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 4 TAHUN 2003 

TENTANG 
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN 

ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN DARATAN LINT AS 
KABUPATEN ATAU KOTA 

10. **Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang, 

ditambahkan kata penetapan di depan judul Perpu yang 

ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang. 
Contoh: 
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a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 15 TAHUN 2003 

TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG 

PEMBERANTASAN TINDAK PlDANA TERORISME 
l\1ENJADI UNDANG-UNDANG 

b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN .. . 

TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR ... 

TAHUN ... TENTANG ... MENJADI UNDANG-UNDANG 

11. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pengesahan 
perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan 
kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan 
internasional yang akan disahkan. 

Contoh: 
UNDANG-UNDAN G REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 47 TAHUN 2007 
TENTANG 

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK 
INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA 
KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN 
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON 
THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION) 

12. Jika dalarn perjanjian atau persetujuan internasional bahasa 
Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama 
perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, 

yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis 
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dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca 

kurung. 
Contoh: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4 T AHUN 2010 

TENTANG 
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK 

INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG 
PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA 

NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA 

AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING 
DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE 
TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE 

STRAIT OF SINGAPORE, 2009) 

13. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa 

Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama petjanjian 
atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf 

cetak miring, dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa 
Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. 
Contoh: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUN 2009 

TENTANG 
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION 
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 

MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL 
YANG TERORGANTSASI) 

B. PEMBUKAAN 

14. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 
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a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan; 
c. Konsiderans; 
d. Dasar Hukum; dan 
e. Diktum. 

8.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

IS. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan 
sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang­
undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang 
Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan hurufkapital yang 

diletakkan di tengah marjin. 

8.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan 

16. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis 
seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah 
marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma. 
Contohjabatan pembentuk Undang-Undang: 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Contohjabatan pembentuk Peraturan Daerah Provinsi: 
GUBERNURJAWABARA~ 

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten: 
BUPATI GUNUNG KIDUL, 

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kota: 
WALIKOTA DUMAI, 

8.3. Konsiderans 

I 7. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang. 
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18. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran 

yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

19. * *Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan 
Daerah Provinsi , atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi 
pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan 
yuridis. Peraturan Perundang-undangan lainnya juga dapat 
memuat unsur filosofis. Sosiologis, dan/atau yuridis. 
a. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan 

yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, 

kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana keba­
tinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber 

dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis 
paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk 
yang mengandung historis. 

b. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang 

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 
berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri 
dari 2 (dua) konsiderans . 

c. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang 
dibentuk untuk mengatasi permasaklhan hukum atau 
mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan 
aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang 

akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri 
dari 2 ( dua) konsiderans. 

Contoh 1: 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
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Menimbang: a. bahwa perekonomian nasional yang dise­
lenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersarnaan, efisiensi berke­
adilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseim­

bangan kemajuan dan kesatuan ekonomi na­
sional, perlu didukung oleh kelembagaan 

perekonomian yang kokoh dalam rangka me­
wujudkan kesejahteraan masyarakat; 

b . bahwa dalam rangka lebih meningkatkan 
pembangunan perekonomian nasional dan se­
kaligus memberikan landasan yang kokoh bagi 

dunia us aha dalam menghadapi perkembangan 
perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pe­

ngetahuan dan teknologi di era globalisasi pa­
da masa mendatang, perlu didukung oleh suatu 
undang-undang yang mengatur tentang perse­

roan terbatas yang dapat menjamin terseleng­
garanya iklim dunia usaha yang kondusif; 

c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu 
pilar pembangunan perekonomian nasional 
perlu diberikan landasan hukum untuk lebih 

memacu pembangunan nasional yang disusun 
sebagai usaha bersama berdasar atas asas ke­
keluargaan; 

d. bahwaUndang-UndangNomor 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum 
dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu di­

ganti dengan undang-undang yang baru; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, hurufb, huruf c, dan 
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Contoh 2: 

huruf d perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Perseroan Terbatas; 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan 
Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indo­

nesia yang adil, makmur, dan sejahtera ber­
dasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menjunjung tinggr hak dan kewajiban warga 
negara dan penduduk Indonesia, perlu menem­
patkan perpajakan sebagai salah satu perwu­
judan kewajiban kenegaraan dalam upaya pe­
ningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pem­
bangunan sosial; 
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b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan per­
ekonomian yang berkelanjutan dan mendukung 
percepatan pemulihan perekonomian diperlu­
kan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus 
pada perbaikan defisit anggaran dan pening­
katan rasio pajak, yang antara lain dilakukan 
melalui penerapan kebijakan peningkatan ki­
nerja penerimaan pajak, reformasi adminis­
trasi perpajakan, peningl<latan basis perpajak­
an, penciptaan sistem perpajakan yang me­
ngedepankan prinsip keadilan dan kepastian 
hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela 
Wajib Pajak; 

c. bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi 
fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit 
anggaran dan peningkatan rasio pajak seba-
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Contoh 3: 

gaimana dimaksud dalam hurufb, diperlukan 
penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan, pajak pengha­
silan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta 
pengaturan mengenai pajak karbon dan kebi­
jakan berupa program pengungkapan sukarela 
Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang 

secara komprehensif; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf 
c, perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan; 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 
4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah 

Menimbang: a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang 
semakin tinggi merupakan investasi strategis 
pada sumber daya manusia supaya semakin 

produktif dari waktu ke waktu; 
b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat perlu diselenggarakan pembangun­
an kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, 
tanggungjawab, dan kewenangan yangjelas, 
akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, ber­
berhasil guna dan berdaya guna; 

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan 
kepastian hukum kepada semua pihak yang 
terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka 
diperlukan pengaturan tentang tatanan penye­
lenggaraan pembangunan kesehatan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
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dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf 
c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Sistem Kesehatan Daerah; 

20. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan 
Perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk adalah 
kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan 
alasan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan tersebut. 
Lihatjuga Nomor 24. 

21 . Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap 
pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang 
merupakan kesatuan pengertian. 

22. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan 
dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata 
bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik kama. 
Contoh: 
Menimbang: a. bahwa ... ; 

b. bahwa ... ; 
c. bahwa ... ; 
d. bahwa ... ; 

23. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, 
rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut: 
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Contoh 1: Konsiderans Undang-Und~ng 
Menimbang: a. bahwa . .. ; 

b. bahwa ... ; 
c. bahwa ... ; 
d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai­

mana dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan 
huruf c perlu membentuk Undang-Undang 
tentang ... ; 
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Contoh 2: Konsiderans Peraturan Daerah Provinsi 
Menimbang: a. bahwa .. . ; 

b. bahwa ... ; 
c . bahwa .. . ; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai­

mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 
dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang ... ; 

24. Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu 
pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya 
melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari 
Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan 
Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau 
beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan 
pembentukannya. 
Lihatjuga Nomor 19. 
Contoh: 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen 
Kebutuhan Lalu Lintas. 
Menimbang: bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan 

jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam 
rangka menjamin keamanan, keselamatan, ke­
tertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan 
jalan, serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal93, PasallOl, Pasal102 ayat (3), Pasal 
133 ayat (5) dan Pasall36 ayat (3) Undang­
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan 
Rekayasa, Anal isis Dampak, serta Manajemen 
Kebutuhan Lalu Lintas; 
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25. Konsiderans Peraturan Presiden cukup memuat satu per­
timbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya 
melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang­
Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan 
pembentukan Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk 
pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. 
Contoh: 
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan 
Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah. 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal5 

ayat (2) Peraturan Pemerintah. Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, 
perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 
Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk 
Penambangan Bawah Tanah; 

26. Konsiderans Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan 
kekuasaan pemerintahan memuat unsur filosofis, sosiologis, 
dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan 
pembentukan Peraturan Presiden. 

27. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertim­
bangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melak­
sanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang­
Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan 
pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk 
pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya. 
Contoh: 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 
201 0 ten tang Hutan Kota 
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Menimbang: bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 
tentang Hutan Kota perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Hutan Kota; 

27a. **Konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang melak­
sanakan perintah atau menja1ankan Peraturan Perundang­

undangan yang menggunakan metode omnibus cukup memuat 
I (satu) pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai 

perlunyame1aksanakan ketentuan pasa1 atau beberapa pasal dari 
Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode 
omnibus tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lain­

nya yang memuat urgensi atau tujuan Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Contoh I : 
Peraturan Pemerintah Nom or 3 7 Tahun 2021 tentang Pe­
nyelenggaraan Program Jaminan Kehi1angan Pekerjaan 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 

Contoh 2: 

danPasall85 hurufb Undang-UndangNomor 
11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja, perlu rne­
netapkan Peraturan Pemerintah tentang Penye-

1enggaraan Program Jaminan Kehilangan Pe­
kerjaan; 

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sarna 

antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara 
dalam Penyelenggaraan Inforrnasi Geospasial Dasar 

Menimbang: bahwa untuk rne1aksanakan ketentuan Pasa1 20 
danPasa1185 hurufb Undang-UndangNornor 
11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerj a, peri u 
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menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerja 
Sarna antara Pemerintah Pusat dengan Badan 
Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan 

Informasi Geospasial Dasar; 

27b. **Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Perundang-un­
dangan yang disusun sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah 
Konstitusi dan pokok pikiran pada konsiderans Peraturan 
Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang disusun 
sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dapat memuat 
nomor putusan dan secara ringkas esensial dari amar putusan 
dan pertimbangan hakim. 

B.4. Dasar Hukum 

28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. 
Dasar hukum memuat: 
a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang­

undangan; dan 
b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

29. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari 
DPR adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .• 

30. Dasarhukum pembentukan Undang-Undangyang berasal dari 
Presiden adalah Pasal 5 ayat ( 1) dan Pasal 20 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

31. **Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal 
dari DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (I) Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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32. Jika Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 
1945 memerintahkan langsung untuk membentuk Undang­

Undang, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar 
hukum. 
Contoh: 
Mengingat: Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Un­

dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 

33. ** Jikamateri muatan yang diatur dalam Undang-Undangyang 
akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa 
pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum. 

Contoh 1 (RUU yang berasal dari DPR): 

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasai28C ayat (1), Pasal 
28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H 
ayat ( 4), Pas a! 33 ayat (3), Pasal 34 ayat ( 1 ), 
Pasal34 ayat (2), dan Pasal34 ayat (3) Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

Contoh 2 (RUU yang berasal dari Presiden): 
Mengingat: Pasal 5 ayat (1 ), Pasal20, Pasal26 ayat (2), dan 

Pasal28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Ne­
gara Republik Indonesia Tahun 1945; 

34. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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35. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

menjadi Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, 

dan Pasal 22 ayat (2) U ndang-U ndang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

36. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Penca­

butan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah 

Pasal 5 ayat (1), Pasal20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Un­

dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3 7. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemenntah adalah Pasal 

5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

38. Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 

4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3 9. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah 

dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. 

40. Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Per­

aturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan 

tersebut dimuat di dalam dasar hukum. 

Contoh: 

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

Contoh ini ierdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

41. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar 
hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang ting­
katannya sama atau lebih tinggi. 

41 a.* *Peraturan Perundang-undangan yang akan diubah dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, dican­
tumkan dalam dasar hukum. 
Contoh 1: 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 
Mengingat: 1. . . . ; 

Contoh 2: 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Per­
ubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
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Mengingat: 1. . . . , 
2 .... , 
3. PeraturanPemerintahNomor31 Tahun2013 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ke­
imigrasian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 13 Nom or 68, Tambah­
an lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Peme­
rintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Per­
ubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Ta­
hun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6553); 

41 b**Peraturan Perundang-undangan yang akan diubah dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode 
omnibus yang akan dibentuk, dapat tidak dicantumkan dalam 
dasar hukum. 

41 c.** J ika materi muatan yang diatur • dalam Peraturan 
Perundangundangan selain dari materi muatan yang telah 
diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
menggunakan metode omnibus akan diubah kembali, Peraturan 
Perundang-undangan yang materi muatannya telah diubah 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan 
metode omnibus tersebut dicantumkan dalam dasar hukum. 
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Contoh: 
Undang-Undang Nom or ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang 
Mengingat: 1. . . . , 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In­

donesia Nom or 4 725) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No­
m or 245, Tambahan lembaran Negara Re­
publik Indonesia Nomor 6573); 

41 d.* *Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode 

omnibus yang akan diubah dengan Peraturan Perundang­
undangan yang menggunakan metode omnibus yang akan 

dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum. 
Contoh: 
Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
Mengingat: 1. . . . ; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten­
tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repu­

blik Indonesia Tahun 2020 Nom or 245, Tam­
bahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Nomor 6573); 

42. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan 

Lampi ran I 145 



Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum 
resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum. 

43. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan 
dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu 
memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan 
dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis 
berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. 

44. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa 
pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan 
kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital. 
Contoh: 
Mengingat: Pasal 5 ayat ( 1) dan Pasal 20 Undang-U ndang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

45. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan 
pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan 
Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik 
Indonesia. 

46. Penulisanjenis PeraturanPerundang-undangan dan rancangan 
Peraturan Perundang-undangan, diawali dengan hurufkapital. 
Contoh: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. 
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Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Ran-
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cangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

47. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalarn 
dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran 
Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca 
kurung. 
Contoh: 
Mengingat: 1. ... , 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ten­
tang Keimigrasian. (Lembaran Negara Re­
publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In­
donesia Nomor 5216); 

48. Penulisan Peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian 
internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan 
keadaan bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan 
pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang 
diletakkan di antara tanda baca kurung. 

49. Penulisan Peraturan Daerah dalarn dasar hukum dilengkapi 
doogan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/ 
Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/ 
Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung. 
Contoh: 
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2) 
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50. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan 

zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda sampai dengan tanggal27 Desember 1949, 

ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan 
kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan 
tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara 

tanda baca kurung. 
Contoh: 

Mengingat: 1 . .. . , 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(Wetboek van Koophandel, Staatsblad 
1847:23); 

51 . Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor berlaku 
juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang 

berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 

Desember 1949. 

52. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang­
undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angkaArab 1, 2, 
3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 

Contoh: 

Mengingat: 1. ... , 
2. "., 
3. ". , 

B.5. Diktum 

53 . Diktum terdiri atas: 

a. kata Memutuskan; 
b. kata Menetapkan; dan 
c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan. 
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54. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital 
tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca 

titik dua serta diletakkan di tengah marjin. 

55. Pada Undang-Undang, sebelum kataMemutuskan dicantum­
kan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER­
WAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRE­
SID EN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan di tengah 

.. 
marJm. 
Contoh Undang-Undang: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

56. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan 
dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 000 (nama daerah) 
dan GUBERNURIBUPATI/WALIKOTA .. o (nama daerah), 
yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan 

di tengah marjin. 
Contoh Peraturan Daerah: . 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT 

dan 
GUBERNURJAWABARAT 

MEMUTUSKAN: 
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57. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan 
yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan 

Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. 

58. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Per­
undang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan 
tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. 

Contoh: 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERIM­
BANGAN KEUANGAN ANTARA PEME­
RINTAH PUS AT DAN DAERAH. 

59. J enis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah 

dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Pro­

vinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf 
kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. 

Contoh: 
MEMUTUSKAN: 

Mene~apkan: PERATURAN DAERAH TENTANG 
RETRIBUSI IZIN MENDIRlKAN BANGUNAN. 

60. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat 

yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang, 
antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Per­
aturan Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Majelis Per­

musyawaratan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, 
Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri, dan peraturan 
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pejabat yang setingkat, secara mutatis mutandis berpedoman 
pada pembukaan Undang-Undang. 

C. BATANG TUBUH 

61. Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat se­
mua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang di­
rumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. 

62. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelom­
pokkan ke dalam: 
a. ketentuan umum; 
b. materi pokok yang diatur; 
c. ketentuan pidana (jika diperlukan); 
d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan 
e. ketentuan penutup. 

63 . Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap 
sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika 
terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat 
dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah 
ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain. 

64. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi 
keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan 
menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan 
sanksi administratif atau sanksi keperdataan. 

65 . Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau 
keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif 
atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari 
bagian (pasal) terse but. Dengan demikian tidak merumuskan 
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ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pi dana, sanksi 
perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. 

66. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, 
pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda 
administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan 
dapat berupa, antara lain ganti kerugian. 

66a. **Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keper­
dataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma 
yang memuat kewajiban atau larangan. 

67. Pengelompokkan materi muatan Peraturan Perundang-un­
dangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, 
bagian, dan paragraf. 

68. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi 
muatan yang ruang lingkupnya sangat Iuas dan mempunyai 
banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dike­
lompokkan menjadi : buku (jika merupakan kodifikasi), bab, 
bagian, dan paragraf. 

69. Pengelompokkan materi muatan dalam buku, bah, bagian, dan 
paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi. 

69a. * *Untuk materi muatan yang tidak memiliki kesamaan materi 
namun tidak termasuk dalam Bah Ketentuan Lain-Lain maka 
ditempatkan di pasal terakhir sebelum bah, bagian, atau 
paragraf beri kutny a. 

70. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut: 
a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan 

paragraf; 
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b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa 
paragraf; atau 

c . bab dengan bag ian dan paragraf yang berisi pasal atau 
beberapa pasal. 

71 . Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul 
yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. 
Contoh: 

BUKUKETIGA 
PERIKATAN 

72. Bah diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul 
bah yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. 
Contoh: 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

73 . Bagian diberi nom or urut dengan bilangan tingkat yang 
ditulis dengan huruf dan diberi judul. 

74. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada 
judul·bagian ditulis dengan hurufkapital, kecuali hurufawal 
partikel yang tidak terletak pada awal frasa. 
Contoh: 

Bagian Kesatu 
Susunan dan Kedudukan 

75 . Paragraf diberi nom or urut dengan angkaArab dan diberi 
judul. 

76. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul pa­
ragraf ditulis dengan hurufkapital, kecuali huruf awal partikel 
yang tidak terletak pada awal frasa. 
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Contoh: 

Paragraf 1 

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim 

77. **Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perun­
dang-undangan yang memuat satu norma jika tanpa ayat dan 

memiliki keterkaitan dan dirumuskan dalam satu kalimat yang 

disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Pasal juga merupakan 

satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang 

dapat memuat sejumlah norma dalam beberapa ayat yang 
memiliki keterkaitan. Rumusan norma dalam ayat dirumuskan 

dalam satu kalimat satu ayat yang disusun secara singkat, 

jelas, dan lugas. 

78. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih baik 

dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari­

pada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal 

memuat banyak ayat, kecualijika materi muatan yang menjadi 

isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat 

dipisahkan. . 

79. Pasal diberi nom or urut dengan angka Arab dan huruf awal 

kata pasal ditulis dengan hurufkapital. 

Contoh: 

Pasal 3 

80. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis 

dengan huruf kapital. 

Contoh: 

Pasal34 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 

Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti 

kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 . 
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81. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat. 

82. Ayat diberi nom or urut dengan angkaArab diantara tanda 
baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik. 

83. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang 
dirumuskan dalam satu kalimat utuh. 

84. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis 
dengan huruf keci I. 
Contoh: 
Pasal 8 
( 1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan 

untuk 1 (satu) kelas barang. 
(2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang 
termasuk dalam kelas yang bersangkutan. 

85. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain diru­
muskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat diru­
muskan dalam bentuk tabulasi . 
Contoh: 

Pasal28 
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi 
Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain 
yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. 

lsi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahamijika dirumuskan 
sebagai berikut: 
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Contoh rum us an tabulasi : 
Pasal28 

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi: 

a. Presiden; 
b. Wakil Presiden; dan 
c. pejabat negara yang lain, 

yang disampaikan di dalam atau di luar negeri . 

86. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan 
angkaArab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara 

tanda baca kurung. 

87. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
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a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian 
kesatuan dengan frasa pembuka; 

b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi 

tanda baca titik; 

C. 

d. 
e. 

f. 

g. 

h. 

setiap frasa dalam rincian diawali dengan hurufkecil; 
setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma; 

jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih 
kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam; 
di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih 

lanjut diberi tanda baca titik dua; 
pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis 

dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca 
titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad 

kecil dengan tanda baca kurung tutup; angkaArab dengan 
tanda baca kurung tutup; dan 
pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika 

rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersang­
kutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain. 
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88. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai 
rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di 

belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 

89. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian 

altemati f ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang 
rincian kedua dari rincian terakhir. 

90. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian 

kumulatif dan altematif, ditambahkan kata dan/atau yang 
diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. 

91 . Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap 
unsur atau rincian. 

92. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, hurufb, dan seterusnya. 
Contoh: 

(1) 
(2) 

Pasal9 

a. ... ' 
b. .. . ; (dan, a tau, dan/ atau) 
C. 

93. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu 
ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya. 

Contoh: 

(1) 
(2) 

Pasal 9 

a .... ' 
b. .. . ; (dan, atau, dan/atau) 
C. 

Lampiran I 157 



I. . .. ' 
2. .. . ; (dan, atau, dan/atau) 

3. 

94 . Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang 
mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan 
seterusnya. 
Contoh: 

(1 ) 
(2) 

Pasal 9 

a. ... ' 

b . ... ; (dan, atau, dan/atau) 

c. 

1. ... ' 
2. .. . ; (dan, atau, dan/atau) 
3. 

a) ... ' 
b) ... ; (dan, atau, dan/atau) 
c) 

95. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang 
mendetai 1, rincian itu ditandai dengan angka 1 ), 2), dan 

seterusny a. 
Contoh: 

Pasal 9 
(1) 

(2) .. . : 

a .... ' 
b .... ; (dan, atau, dan/atau) 

C. 
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1 . . .. ' 
2. . .. ; (dan, atau, danlatau) 

3. 

a) ... ' 
b) ... ; (dan, atau, dan/atau) 
c) 

1) ... ' 
2) ... ; (dan, atau, danlatau) 
3) 

C.l. Ketentuan Umum 

96. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam 
Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan penge­

lompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau 
beberapa pasal awal. 

Contoh: 
BABI 

KETENTUAN UMUM 

97. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. 

98. **Ketentuan umum berisi: 
a. batasan pengertian atau definisi; 
b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan 

pengertian atau definisi; dan/atau 
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal 

atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan 
yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat diru­
muskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri. 
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Contoh batasan pengertian: 
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Mimika. 

Contoh definisi: 
1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian 

yang mencakup lokasi, Jetak, dan posisinya. 
2. P~ak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Contoh singkatan: 
1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat 

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya 
disingkat SPIP adalah sistem peng~ndalian intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses 
perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta peren­
canaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan 

Pemerintah Kota Dumai. 

Contoh akronim: 
1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
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Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upay a kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di 
wilayah kerjanya. 

2. Orang dengan HIV/ AIDS yang selanjutnya disebut 
ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada 

tahap bel urn ada gejala maupun yang sudah ada gejala. 

99. Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang 
berbunyi: 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

100. Frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang­
undangan di bawah Undang-Undang disesuaikan denganjenis 

peraturanny a. 

10 1. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, 
singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing 

uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali 
dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. 

1 02. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah 
kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal 
atau beberapa pasal selanjutnya. 

103. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang­

undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang­
undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus 

sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang­
undangan yang telah berlaku tersebut. 
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104.**Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perun­
dang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan 
Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan 
kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur. 
Contoh 1: 
a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas). 

b. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat (rumusan ini terdapat dalam Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) . 

Contoh 2: 
a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 
berbadan hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 
hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman). 

105. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun 
kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu 
bab, bagian atau paragraftertentu, kata atau isti lah itu diberi 
definisi. 

106. Jikasuatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali 
di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka 
rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan 
pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian 
atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi 
yang dilaksanakan tersebut. 
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107. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau 
akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata 
atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, 
atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu 
harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak 
menimbulkan pengertian ganda. 

108. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah 
didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan 
umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam 
norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 

109. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum 
mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

a. pengertian yang mengatur tentang lingkup urn urn ditempatkan 
lebih dahulu dari yang berlingkup khusus~ 

b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok 

yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan 
c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di 

atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. 

1 09a. * *Urutan penempatan nama jabatan atau nama instansi 
pemerintah dalam ketentuan umum mengikuti urutan sesuai 
hierarki atau tingkatan dari yang tertinggi ke yang terendah. 
Organisasi profesi, asosiasi, perkumpulan, dan lembaga 
lainnya yang dibentuk masyarakat harus ditempatkan pada 
urutan di bawah nama jabatan atau nama instansi pemerintah. 

C.2. Materi Pokok yang Diatur 

110. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah 
bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan 

Lampiran I 163 



BABTI 
HAL-HAL KHUSUS 

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

198. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat 
mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. 

199. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Un­
dang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Per­
aturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi 
yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain. 
Contoh: 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang 

Pasal48 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan ter­

hadap kawasan lahan abadi pertanian pangan se­
bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur 
dengan Undang-Undang. 

200. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan 
tegas: 
a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan 
b. jenis Peraturan Perundang-undangan. 

201 . Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur 
pokok -pokokny a di dalam Peraturan Perundang-undangan yang 
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mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di 

dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan 
tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang­
undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat 
Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan .... 
Contoh 1: 

Pasal ... 
(I) 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Contoh 2: 
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 

Tahun 2010 tentang Pajak Reklame 

Pasal 18 
(1) 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian 

dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan diatur dengan Peraturan Kepala 

Daerah. 

Contoh 3: 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Sampah Regional Jawa Timur 

(1) 

(2) 

Pasal23 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara 
peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. 
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202. Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan dide­
legasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ke­
tentuan lebih Ian jut mengenai ... diatur dengan a tau ber­

dasarkan .... 
Contoh: 

Pasal ... 
(1) 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

203. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum 
diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang­

undangan yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus 
diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi 

delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), 
gunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan .... 

Contoh: 
Pasal ... 

(1) 
(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

204. Jika pengaturan materi terse but dibolehkan didelegasikan lebih 
lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai 

... diatur dengan atau berdasarkan .... 

Contoh: 
Pasal ... 

(1) 
(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berda­

sarkan Peraturan Pemerintah. 
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205. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan 
dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal 
atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan 
Perundang-undangan, gunakan kalimat "Ketentuan mengenai 
... diatur dalam .. . . " 
Contoh: 
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Pasal 57 

(7) Ketentuan mengenai pedoman persyaratan dan 
tata cara untuk mendapatkan KIPAS sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

206. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan 
maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan 
dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Peraturan Per­
undang-undangan yang mendelegasikan, gunakan kalimat 
"(jenis Peraturan Perundang-undangan) ... . tentang Peraturan 
Pelaksanaan ... , 

Contoh: 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung. 

207. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan 
pelaksanaan yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu 
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mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa 
yang akan cliatur lebih lanjut. 

Contoh: 
Diambil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Petemakan dan Kesehatan Hewan 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 

Pasal 76 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan seba­
gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

208. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat~ pendelegasian kewenangan 
dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan. 

209. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan 
dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, 
karena materi pendelegasian ini pada dasamya berbeda dengan 
apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya. 

210. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh 
adanya delegasi blangko. 

Contoh 1: 
Pasal ... 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang­
Undang ini, diatur Jebih Janjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Contoh 2: 
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
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Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

Pasal 24 
Hal-hal yang bel urn diatur dalam Qanun ini sepanjang 
pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

211 . Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Un­
dang kepada menteri , pemimpin lembaga pemerintah 
nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri 
dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif 

212. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penye­

lenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih Ian jut kepada 

alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh Undang­
Undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka 
kemungkinan untuk itu. 

213. Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu Peraturan 

Perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada di­
rektur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat. 

214. Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau peja­
bat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada 

Undang-Undang. 

215. Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya 
tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam 

Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali 
jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari . 
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216. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali 
rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan 
Perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. 
Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan 
norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar 
(aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih 
lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau 

beberapa ayat selanjutnya. 

B. PENYlDIKAN 

217. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Undang­
Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota. 

218. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan 
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga 
pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk 
menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, 
Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/ 

Kota. 

219. Dalam memmuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu 
sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak 
mingurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan 
penyidikan. 
Contoh: 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama 
kementerian atau instansi) dapat diberikan kewenangan untuk 
melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (Peraturan 
Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) ini. 
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220. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana 
atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi 
atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan 
pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal 
sebelum ketentuan pidana. 

C. PENCABUTAN 

221. Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak 
diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang­
undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru 
harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan 
yang tidak diperlukan itu. 

222. Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru 
menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi 
dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam 
Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas 
diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan 
Perundang-undangan yang lama. 

223. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui 
Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih 
tinggi. 

224. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang 
tingkatannya lebih tinggi dilakukanjika Peraturan Perundang­
undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk 
menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang 
dicabut itu. 
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225. Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali 
suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, 
pencabutan Peraturan Perundang-undangan itu dinyatakan 
dalarn salah satu pasal dalarn ketentuan penutup dari Peraturan 
Perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan 
rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

226. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang sudah 
diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan 
dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan 
ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. 

227. Jika pencabutan Peraturan Perundangan-undangan dilakukan 
dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan 

tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis 
dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut: 
a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak ber­

lakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah di­
undangkan. 

b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya 
Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang ber­
sangkutan. 

Contoh: 
Pasal 1 

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang .. . 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .. . 
Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor .. . ) die abut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal2 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
di undangkan. 
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228. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan 
perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang 
terkait, tidak mengubah Peraturan Perundang-undangan lain 
yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas. 

229. Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah 
dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang­
undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula. 

~ PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG­
UNDANGAN 

230. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan: 
a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan 

Perundang-undangan; atau 
b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan 

Perundang-undangan. 

231. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan 
terhadap: 
a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, 

dan/atau ayat; atau 
b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. 

232. JikaPeraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai 
nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan 
dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang­
undangan yang diubah. 

233. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan 
perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka 
Romawi yaitu sebagai berikut: 
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a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan 
yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca 
kurung serta memuat materi atau norma yang diu bah. Jika 
materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan 
dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan 
seterusny a). 

Contoh 1: 
Pasal I 

Beberapaketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
... Tahun ... tentang ... (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor ... ) diubah 
se bagai beri kut: 
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 di­
ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

3. dan seterusny a ... 

·Contoh 2: 
Pasal I 

Ketentuan Pasal ... dalam Undang-Undang Nomor 
... Tahun ... tentang ... (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor ... ) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: ... 
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b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih 
dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan 
pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari 
Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta 
Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan 
di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf 
(abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya). 

c. 

Contoh: 
Pasal I 

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 
Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ... ) yang telah beberapa kali 
diubah dengan Undang-Undang: 
a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor ... ); 

b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun ... Nom or ... , Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor ... ); 

c. Nomor ... Tahun ... (LembaranNegaraRepublik 
Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor ... ); 
diubah sebagai berikut: 
1. Bab V dihapus. 
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
3. dan seterusnya ... 

Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. 
Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan 
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BABIII 
RAG AM BAHASA PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

242. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasamya tunduk 
pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, 
penyusunan kalimat, teknik penulisa}\ maupun pengejaannya. 
Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai 

corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan 
pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan 
asas sesuai dengan kebutuhan hukurn baik dalam perumusan 
maupun cara penulisan. 

243. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain: 
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a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau 
kerancuan; 

b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai ; 
c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam 

mengungkapkan tujuan atau maksud); 
d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang 

digunakan secara konsisten; 
e. memberikan definisi atau batasan. pengertian secara 

cermat; 
f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu 

dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan 

g. 

Contoh: 
buku-buku ditulis buku 
murid-murid ditulis rnurid 
penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah 
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didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama 
jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ 

ketatanegaraan, dan j en is Peraturan Perundang-undangan 
dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. 
Contoh: 
- Pemerintah 

- Wajib Pajak 
- Rancangan Peraturan Pemerintah 

244. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah 
dimengerti. 
Contoh: 

PasalS 

(1) U ntuk dapat mengaj ukan permohonan kepada 
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat­
syarat sebagai berikut: 

Rumusan yang lebih baik: 
( 1) Permohonan beristri Iebih dari seorang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

245. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu 
atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. 
Contoh: 
Istilah minuman keras mempunyai maknayang kurangjelas 

dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol. 

Lampiran I 231 



246. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-un­
dangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. 

Contoh kalimat yang tidak baku: 
Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut. 

Contoh kalimat yang baku: 
Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal6 dapat dicabut izin usahanya. 

247. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang 
sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan 

kata meliputi. 
Contoh: 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyeleng­
garaan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai 
Utara 

Pasal 58 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 
a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang 

melakukan pencetakan blanko; 
b. jumlah blanko yang dicetak~ dan 
c. jumlah dokumen yang diterbitkan. 

248. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah 
diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata 
tidak meliputi. 
Contoh: 
Anak buah kapal tidak meliputi koki magang. 
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249. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya 
terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam 
penggunaan bahasa sehari-hari. 
Contoh: 

Pertanian meliputi pula perkebunan, petemakan, dan per­

ikanan. 

Rumusan yang baik: 
Pertanian meliputi perkebunan. 

250. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak 
menggunakan: 
a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu 

pengertian yang sama. 
Contoh: 
Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan 
pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan pengha­
silan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka 
dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata 
upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian 
penghasilan. 

b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. 

Contoh: 
Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi 

• pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian 
penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan. 

251. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak 
boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak 

mengurangi, atau tanpa menyimpang dari. 
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252. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan 
menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan 
pada urusan pemerintahan dimaksud. 
Contoh: 
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan. 

253. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak 

dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa 
Indonesia dapat digunakan j ika: 
a. mempunyai konotasi yang cocok; 
b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya 

dalam Bahasa Indonesia; 
c. mempunyai corak internasional; 
d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau 
e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam 

Bahasa Indonesia. 
Contoh: 

1. 

2. 
devaluasi (penurunan nilai uang) 
devisa (alat pembayaran luar negeri) 

254. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digu­
nakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. 

Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh pada­
nannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan 
diantara tanda baca kurung ( ). 
Contoh: 
1. penghinaan terhadap peradilan (contempt of court) 
2. penggabungan (merger) 
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PILIHAN KATAATAU ISTILAH 

255. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian 
maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana 

atau batasan waktu. 
Contoh: 

... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah) atau paling banyak Rpl .OOO.OOO.OOO,OO 
(satu milyar rupiah). 

Contoh untuk Perda: 
. . . dipidana dengan pi dana kurungan paling la­
ma 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah). 

256. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan: 
a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama 

untuk menyatakan j angka waktu; 

Contoh 1: 
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini hams 

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 

Contoh 2: 
Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk 
membahas rancangan undang-undang bersamaDPR 
dalam waktu paling lama 60 ( enam puluh) hari sejak 
surat Pimpinan DPR diterima. 

b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat 
untuk menyatakan batas waktu. 
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Contoh: 
Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada 
dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 
2011. 

c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling 
ban yak; 

d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan 
paling tinggi. 

256.a**Untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang 
sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata minimal . 

257. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata 
kecuali. 
Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang 
dikecualikan adalah seluruh kalimat. 
Contoh: 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

Pasal29 
Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, 
Pihak Pelapor, pejabat, dan peg~wainya tidak dapat 
dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas 
pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang­
Undang ini. 

258. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, 
jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. 
Contoh: 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
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Pasal 1 

38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas 
alat angkut, kecuali awak alat angkut. 

259. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain. 

Contoh: 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas 

Pasal 77 
(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana di­

maksud dalam Pasa176, RUPS dapatjuga dilakukan 
melalui media telekonferensi, video konferensi, atau 
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan 
semua peserta RUPS sating melihat dan mendengar 
secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 

260. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, 
digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal. 
a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan 

kausal (pola karena-maka). 
Contoh: 

.Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat 
dicabut. 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

Lampiran I 237 



Pasal41 

(3) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR 
segera menyelenggarakan _iding paripurna MPR 

untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. 

b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan 
kausal yang mengandung waktu. 
Contoh: 
Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti 
dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan 
digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa 

jabatannya. 

c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu 
kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi 
atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). 

Contoh : 
Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh 

Wakil Ketua. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Hortikultura 

Pasal33 
(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak 

mencukupi atau tidak tersedi~, dapat digunakan 

sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri . 

261 . Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan 
yang pasti akan terjadi di masa depan. 
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Contoh: 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik 
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Pasal 59 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 
peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan 
pelayanan publik wajib disesuaikan dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 
2 (dua) tahun. 

262. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan. 

Contoh: 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos 

Pasal30 
Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, 
keamanan, dan keselamatan kiriman. 

263. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau. 
Contoh 1: 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara 

Pasal 19 
(1) Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau 

penggabungan kementerian dilakukan dengan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Contoh 2: 
Undang-U ndang Nom or 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 

Pasal22 
(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang 

dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan 
bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan 
oleh seluruh peserta upacara. 
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264. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, 
gunakan frasa dan/atau. 

Contoh 1: 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan 

Pasal69 

(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa 
laboratorium veteriner, pelayananjasa laboratorium 

pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayananjasa 
medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat 

jasa kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. 

Contoh 2: 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 

Pasal 31 
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pad a ay at ( 1) 

meliputi: 
a. penghormatan dengan bendera negara~ 
b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau 

c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan keten­
tuan peraturan perundang-undangan. 

265. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. 
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Contoh: 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Pasal 72 

(1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
berhak merninta pejabat negara, pejabat pemerintah, 
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BABIV 
BENTUK RANCANGAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

(Nama Undang-Undang) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa ... ; 
b. bahwa ... ; 
c. dan seterusnya ... ; 

Mengingat: 1. . .. , 

2 .... ' 
3. dan seterusnya ... , 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEW~N PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ... (nama Undang­

Undang). 
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BABl 

Pasal 1 

BAB II 

Pasal ... 

BAB ... (dan seterusnya) 

Pasal ... 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diun­
dangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng­
undangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal ... 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal ... 

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... 
NOMOR ... 
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B. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG­
UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 

UNDANG-UNDANG NOM OR ... TAHUN ... TENTANG .. . 
MENJADI UNDANG-UNDANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa ... ; 
b. bahwa ... ; 
c. dan seterusnya ... ; 

Mengingat: 1. . .. , 

2. . .. ' 
3. dan seterusny a .. . ; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN .. . 
TENTANG ... MENJADI UNDANG-UNDANG. 
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Pasal 1 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor Tahun ... tentang ... (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nom or ... , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor ... ) ditetapkan menjadi Undang-Undang 
dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

Pasal2 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal ... 
PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA, 

tanda tangan 

NAMA 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal ... 
MENTER! (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... 
NOMOR ... 
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C. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN 
PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK 

MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI 
SALAH SATU BAHASA RESMI 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOM OR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PENGESAHAN KONVENSI ... 

(bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasi 
dan diikuti dengan bahasa Indonesia 

sebagai terjemahannya) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: a. bahwa ... ; 

b. bahwa ... ; 
c. dan seterusnya ... ; 

Mengingat: 1. . .. , 

2. .. . ' 
3. dan seterusnya ... , 

Dengan Persetujuan Bersarna 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN 

KONVENSI ... (bahasa asli peijanjian intemasional 
yang diratifikasi dan diikuti dengan bahasa Indonesia 
sebagai terjemahannya). 
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256 

Pasal 1 

(1) Mengesahkan Konvensi ... (bahasa ash perjanjian 
internasional yang diratifikasikan dan diikuti 
dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) 
.. . dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 
... tentang .... 

(2) Salinan naskah asli Konvensi ... (bahasaasli perjanjian 
intemasional yang diratifikasikan dan diikuti dengan 
bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) ... dengan 
Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal ... tentang 
... dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam 
bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Undang-Undang ini . 

Pasal2 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diun­
dangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng­
undangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal ... 
PRESIDEN REPl)BLIK INDONESIA, 

tanda tangan 

NAMA 
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal ... 
MENTER! (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN ~"EGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .. . 
NOMOR ... 

D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PER­
UBAHAN UNDANG-UNDANG 

UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN .. . 

TENTANG 
PERUBAHAN ATASUNDANG-UNDANG 

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG .. . 
(untuk perubahan pertama) 

a tau 
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR .. . TAHUN ... TENTANG .. . 
. (untuk perubahan kedua, dan seterusnya) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa ... ; 
b. bahwa ... ; 
c. dan seterusnya ... i 
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Mengingat: 1. . .. , 

2. .. . ' 
3. dan seterusnya ... ; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLJK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANGTENTANG PERUBAHAN 
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 
... TENTANG ... 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor ... ) diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung 

keperluan), dan seterusnya. 

Pasal II 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal di­
undangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng­
undangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal ... 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal ... 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

tanda tangan 

NAMA 

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... 
NOMOR ... 

E. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEN­
CABUTAN UNDANG-UNDANG 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 

... TENTANG ... (Nama Undang-Undang) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
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Menimbang: a. bahwa ... ; 
b. bahwa ... ; 

C. dan seterusnya ... ; 

Mengingat: 1. ... ' 
2. . .. ' 
3. dan seterusnya . .. ' 

Dengan Persetuj uan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANGTENTANGPENCABUTAN 
UNDANG-UNDANG NOM OR .. . TAHUN ... 

TENTANG ... 
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Pasall 

Undang-Undang Nomor . . . Tahun . .. tentang ... 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor 
... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor ... ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi 
Undang-Undang yang sudah berlaku}atau ditarik kembali 

dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Undang-Undang yang 
sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku). 

Pasal2 
Undang-Undang 1m mulai berlaku pada tanggal 

di undangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuiny a, memerintahkan peng­
undangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal ... 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal ... 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

tanda tangan 

NAMA 

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... 

NOMOR ... 
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F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCA­
BUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOM OR ... TAHUN ... 
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: a. bahwa ... ; 

b. bahwa ... ; 

c. dan seterusnya .. , 

Mengingat: 1. . .. ; 

2 .... ' 
3. dan seterusny a ... ; 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... 
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TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG­
UNDANG NOM OR ... TAHUN ... TENTANG ... 
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Pasal 1 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun .... Nomor ... , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... ) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah 
berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak 
berlaku (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang yang sudah diundangkan tetapi 
belum mulai berlaku). 

Pasal2 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal . 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

tanda tangan 

NAMA 

Lampiran I 263 



Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal .. . 

MENTER! (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum), 

tanda tangan 

NAMA 

LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIA TAHUN .. . NOMOR ... 

G. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

PERATURAN PEMERlNTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR .... TAHUN 
TENTANG 

(Nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa ... ; 

b. bahwa ... ; 
c. dan seterusnya .. . ; 

Mengingat: 1. . .. , 

2 .... , 
3. dan seterusnya ... ; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG TENTANG . .. (Nama 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). 

BABI 

Pasal 1 

BABII 

Pasal ... 

BAB ... (dan seterusnya) 
Pasal .. . 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Vndang ini 
mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal ... 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

tanda tangan 

NAMA 
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal ... 
MENTER! (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum), 

tanda tangan 

NAMA 

LEi\1BARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... 
NOMOR ... 

H. BENTUKRANCANGANPERATURAN PEMERINTAH 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOM OR ... TAHUN ... 

TENTANG 
(Nama Peraturan Pemerintah) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: a. bahwa ... , 

b. bahwa ... ; 
c. dan seterusnya ... , 

Mengingat: 1. ... , 

2 .... ' 
3. dan seterusnya ... ; 
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• 

Membuat perat uran bukanlah hal yang sulit. Namun demikian juga bukan hal 
yang mudah. Sebenarnya pembuat peraturan harus paham bagaimanakah tata 
cara dan metode yang pasti, baku dan standar untuk membuat peraturan. 
Membuat peraturan ada pedoman yang pasti, baku dan standar untuk menuntun 
pembuat membuat peraturan yang baik. 
Jadi mudah, karena ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana 
telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 merupakan sebuah " Pedoman teknis" membuat sebuah 
peraturan, sesuai dengan judulnya undang-undang ini adalah tentang "Pemben­
t ukan Perat uran Perundang-undangan". Peraturan Perundang-undangan yang 
dimaksud adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Penganti Undang­
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan perundang· 
undangan lainnya, termasuk Peraturan Daerah. 
Jadi sulit, karena saat merencanakan dan menyusun peraturan, "pembuat 
perat uran" harus juga paham tentang materi pokok yang akan diat ur. Jika ini yang 
terjadi, sebenarnya " pembuat peraturan" haruslah seorang paham semua per­
masalahan kebutuhan hukum masyarakat dan memiliki kemampuan multi 
disiplin ilmu. Benarkah demikian? 
Penulis hendak memaparkan hal ini melalui buku ini, dan berharap pengertian, 
bahwa pembuat peraturan hanyalah membuat sebuah peraturan yang pedoman 
teknisnya yang pasti, baku, dan standar berdasar Undang-Undang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, yang terlampir dalam buku ini. 
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